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INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS
IBUKQTA JAKARTA

NOMOR 40 TABUK 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

: a. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah .
sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur
Nomor 41 Tahun 2010 dan Peraturan Sekretaris Daerah
Nomor 1 Tahun 2009 sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tiihun 2010, perlu didukung
prasaranadan sar.ana yang memadai serta Sumber Daya

.Manusia yang hiindal;

b. bahwa/~a~arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Gubemur tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Klnerja Daerah;

. 1. Undang~Undang Nom\?r 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubahdengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999; .

2.· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhit dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Uildang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 rahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawal Negeri Sipil;

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor215 1ahun 2009 tentang Tunjangan'
Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 41 Tahun· 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 215 lahun20()9 tentang Tunj1lngan
Kinerja Daerah; . .








